
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN  KULON PROGO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR :    7    TAHUN 2005 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2005 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KULON PROGO,    

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan target pendapatan yang mengarah 

pada optimalisasi potensi, kebutuhan mendesak yang belum 

terdanai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2005, penggeseran kegiatan, dan hasil evaluasi 

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2005 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2005, perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005; 

    

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah 

Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah 

Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon 

Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 

101);  
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3312) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor  246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun  1997 tentang  Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003 tentang  Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2003 tentang  Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 
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9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004 tentang  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 

dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ 

Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian 

Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 36); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4021) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 

Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 



 4 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4027); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian 

Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri 

dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4043); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416); 

24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi 

Umum Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota Tahun 

Anggaran 2005; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2001 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D); 
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2002 

tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 

(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor  1 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 

(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2002 

tentang Rencana Stratejik Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran 

Daerah Tahun  2002  Nomor  3  Seri E); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun  2005  

Nomor  1 Seri A); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2005 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2005 (Lembaran Daerah Tahun  2005  Nomor  1 Seri A); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO 

dan 

BUPATI KULON PROGO 

 

MEMUTUSKAN : 

    

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2005. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah . 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Daerah. 

 

BAB II 

 

RINCIAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2005 

 

Pasal 2 

 

APBD Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp. 314.072.321.416,01 bertambah 

sejumlah Rp. 9.442.622.016,48 sehingga menjadi Rp. 323.514.943.432,49 dengan rincian  

sebagai berikut : 

 

a. Pendapatan   

 1. Semula Rp. 296.626.319.782,00   

 2. Bertambah Rp. 4.707.933.375,51   

  Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 301.334.253.157,51 

b. Belanja :   

 1. Semula Rp. 300.780.321.416,01   

 2. Bertambah Rp. 6.746.224.773,48   

  Jumlah Belanja setelah Perubahan   Rp. 307.526.546.189,49 

  Defisit setelah Perubahan Rp. (6.192.293.031,98) 

c. Pembiayaan :   

 1. Penerimaan     

  a) Semula Rp. 17.446.001.634,01   

  b) Bertambah Rp. 4.734.688.640,97   

         Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 22.180.690.274,98 

       

 2. Pengeluaran     

  a) Semula Rp. 13.292.000.000,00   

  b) Bertambah Rp. 2.696.397.243,00   

        Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 15.988.397.243,00 

 Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 6.192.293.031,98 
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Pasal 3 

Uraian mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 dimaksud Pasal 2, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

terdiri dari : 

a. Lampiran A Ringkasan Perubahan APBD; 

b. Lampiran B Rincian Perubahan APBD;  

c. Lampiran C Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang 

Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah; dan 

d. Lampiran D Daftar Pendapatan Daerah. 

 

Pasal 4 

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005. 

 

BAB  III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. 

Ditetapkan di Wates                    . 

                                                            pada tanggal  20 September 2005 

BUPATI KULON PROGO, 

 

                                                                                                      

H. TOYO SANTOSO DIPO 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI A 

    Diundangkan di Wates 

    pada tanggal   20 September 2005 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KULON PROGO, 

ttd 
 

S U T I T O  

ttd 


